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NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2)
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2024,

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
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15.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 630);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008
Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 9);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
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2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 91);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun
2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2024 - 2026 (Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.



BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

(1)

(2)

Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur
dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2024 selanjutnya disebut RKPD Tahun
2024, adalah dokumen perencanaan pembangunan
Provinsi Jawa Tengah untuk 1 (satu) tahun anggaran
yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan RKPD
Tahun 2024.

RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menjadi:

a. pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2024;

b. pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara, Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; dan

c. acuan bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun
RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024.



Pasal 3

Dalam rangka menyusun rencana anggaran pendapatan
dan belanja Daerah tahun anggaran 2024, Pemerintah
Daerah menggunakan RKPD Tahun 2024 sebagai bahan
pembahasan kebijakan umum anggaran pendapatan dan
belanja daerah dan prioritas dan plafon anggaran
sementara tahun anggaran 2024 dengan dewan
perwakilan rakyat Daerah.

Pasal 4

RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) terdiri atas :

a. narasi RKPD Tahun 2024, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

b. Data dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun
2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini;

c. Rencana program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 November 2023

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 3 November 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 55
>alinan sesuax denan

NIP 10'}11207 199502 1 003
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LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2024

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun
2024 selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun
pertama dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun
2024-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 12 Tahun 2023. RPD Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan
yang ditetapkan sebagai dokumen perencanaan masa transisi di mana RPJMD
Tahun 2018-2023 telah berakhir sejalan dengan berakhirnya masa jabatan
Gubernur Jawa Tengah dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2023. Oleh
karena itu, RKPD Tahun 2024 disusun berdasarkan kebijakan yang tertuang
dalam RPD Tahun 2024-2026.

Dokumen RKPD Tahun 2024 disusun sebagaimana mandat Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah. Peraturan perundang-undangan lainnya yang dipedomani dalam proses
penyusunan RKPD Tahun 2024 antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan-peraturan
turunannya. Selain itu beberapa permendagri yang juga dipedomani dalam
penyusunan RKPD Tahun 2024 yaitu Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah
sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 18 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta Permendagri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
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Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 memperhatikan hasil evaluasi
capaian kinerja RKPD Tahun 2022, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan
nasional di daerah yang meliputi kebijakan program strategis nasional, amanat
pembangunan global/nasional/regional, regulasi yang berlaku, dan dinamika
agenda pembangunan nasional lainnya. Selain itu kebijakan pembangunan
daerah tahun 2024 juga memperhatikan keberlanjutan dari kebijakan
pembangunan dan capaian RPJMD Tahun 2018-2023 serta proyeksi dalam RKPD
Tahun 2023. Dengan berpedoman pada kebijakan dalam RPD Tahun 2024-2026,
maka RKPD Tahun 2024 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan
pembangunan daerah Jawa Tengah yaitu “Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera
dan Lestari” dengan empat sasaran yaitu meningkatnya perekonomian tangguh
yang berdaya saing dan berkelanjutan, meningkatnya kualitas sumber daya
manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif, meningkatnya ketahanan
sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang dinamis.

Untuk itu, pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 diarahkan pada
“Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung
dengan sumber daya manusia yang berkualitas”. Arah kebijakan pembangunan
tahun 2024 diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan perekonomian
tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan; meningkatkan kualitas sumber
daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif; meningkatkan
ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup; serta mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang dinamis. Arah kebijakan pembangunan daerah tahun
2024 didukung dengan 10 (sepuluh) program prioritas daerah meliputi: 1)
Menyukseskan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 secara Luber dan Jurdil;
2) Menjaga stabilitas sosial, ekonomi, politik, keamanan dan ketertiban
masyarakat; 3) Pengendalian inflasi dan ketahanan pangan; 4) Penuntasan
pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan angka pengangguran dan stunting;
5) Penanganan dampak perubahan iklim (kekeringan, polusi serta kebakaran
hutan dan lahan); 6) Peningkatan kualitas sistem pendidikan vokasi; 7)
Pengembangan pariwisata dan peningkatan daya saing UMKM di sektor ekonomi
kreatif; 8) Pengembangan sistem Ekonomi Sirkular dan Transisi Energi; 9)
Pengembangan layanan publik dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE); dan 10) Meningkatkan pengawasan internal Aparatur Sipil Negara (ASN).

RKPD Tahun 2024 juga disusun dengan memperhatikan program strategis
nasional di Jawa Tengah, serta dalam rangka upaya meningkatkan dukungan
konvergensi dan percepatan perwujudan kebijakan nasional tahun 2024 terutama
pada penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian
inflasi, implementasi Satu Data Indonesia (SDI), dan perluasan implementasi Desa
Anti Korupsi. Selanjutnya, dalam RKPD Tahun 2024 disusun dengan
menyinergikan program strategis Jawa Tengah dengan kabupaten/kota serta
memanfaatkan competitive dan comparative advantage wilayah. Hal tersebut
merupakan wujud pembangunan kewilayahan yang tematik, holistik, integratif
dan berbasis spasial yang dilaksanakan melalui upaya membangun kesepahaman
dari perencanaan sampai proses pelaksanaan dengan mekanisme koordinatif
antarwilayah, lintas sektor, dan pentahelix pelaku pembangunan. Pengembangan
pola kerja sama antarwilayah menjadi bagian penting dalam mendukung
manajemen distribusi sumber daya dalam mengembangkan wilayah Jawa Tengah.
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Penyusunan RKPD Tahun 2024 dilakukan dengan pendekatan top down,
bottom up, partisipatif, politik, teknokratik serta berorientasi secara tematik,
holistik, integratif dan spasial (THIS). Selain itu penyusunan RKPD Tahun 2024
dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel,
berorientasi pada hasil (outcome), terpadu lintas sektor, inovatif, kreatif, berbasis
risiko (risk based planning), dan berbasis pada riset (research based planning),
dengan pendekatan money follow program dan program follow result serta
berprinsip pada pembangunan yang berkelanjutan.

Dokumen RKPD Tahun 2024 ini mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi
yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai
berikut:

1. Secara substansial memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah,
rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif,
kelompok sasaran, lokasi kegiatan, perkiraan maju, dan perangkat daerah
penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam satu
tahun;

2. Secara normatif menjadi dasar penyusunan rancangan kebijakan umum APBD
(KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang akan
diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai
landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah
(R-APBD);

3. Secara operasional memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan
di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah
yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam rencana kerja
(renja) perangkat daerah; dan

4. Secara faktual menjadi tolak wukur wuntuk menilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan
dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Proses penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 meliputi: 1) Persiapan yaitu
penyampaian surat edaran Gubernur Jawa Tengah tentang arah kebijakan dan
prioritas pembangunan, serta pedoman penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, dan penyusunan rancangan awal RKPD Tahun
2024; 2) Konsultasi publik sekaligus pembukaan masa musrenbang; 3) Forum
perangkat daerah; 4) Musrenbang wilayah (musrenbangwil) dan rapat koordinasi
teknis perencanaan pembangunan daerah (rakortekbangda); 5) Musrenbang
provinsi; 6) Fasilitasi RKPD Tahun 2024 oleh Kemendagri; 7) Pembahasan
rancangan akhir RKPD dengan DPRD dalam bentuk dialog interaktif eksekutif dan
legislatif; dan 8) Penetapan RKPD Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum
Dasar hukum penyusunan RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa
Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri
E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12).

1.3. Hubungan Antardokumen

Proses perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban merupakan
satu siklus manajemen pembangunan yang berkelanjutan sehingga dokumen
RKPD sebagai dokumen perencanaan memiliki fungsi dan peran yang sangat
penting. Jika dikaitkan dengan dokumen di atasnya, maka RKPD merupakan
penjabaran dari dokumen RPJMD atau RPD yang disusun berdasarkan pada
RPJPD. Dokumen RKPD menjadi acuan penyusunan rencana kerja perangkat
daerah (Renja PD) yang juga disusun dengan berpedoman pada rencana strategis
perangkat daerah (renstra PD) sebagai dokumen perencanaan strategis perangkat
daerah. Dokumen RKPD ini akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-
PPAS pada saat memasuki tahapan penganggaran. Selanjutnya pada saat
pertanggungjawaban, maka dokumen RKPD ini akan dipertanggungjawabkan
dalam laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah (LKPJ).
Sehingga dokumen RKPD ini menjadi satu dokumen tahunan yang memiliki
korelasi dengan dokumen penganggaran, dan pertanggungjawaban.

RPJPD RPD/RPIMD

UU No. 25 /2004
UU No. 23 /2014

Perda No. 6/ 2017

c
g
5
o
E
e
=
=
o

- Permendagri No. 90/ 2019

PP No. 13/2019

UU No. 17 /2003 Permendagri No. 18 / 2020
LKPJ, LPPD
PP No. 12/2019 (termasuk LKJiP)
RLPPD,
EPPD

Permendagri No. 77 / 2020

Gambar 1.1.
Hubungan Antardokumen
Selain itu, penyusunan dokumen RKPD juga tetap memperhatikan
keselarasan dengan dokumen-dokumen lainnya baik yang sifatnya nasional,
daerah, maupun sektoral. Dokumen tersebut antara lain dokumen tentang
rencana tata ruang wilayah (RTRW), tujuan pembangunan berkelanjutan
(TPB)/ sustainable development goals (SDGs), road map reformasi birokrasi,
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strategi penanggulangan kemiskinan, percepatan pencegahan stunting, pangan
dan gizi, penurunan emisi gas rumah kaca, dan pengurangan risiko bencana.
Keselarasan dengan dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dituangkan dalam
RKPD Tahun 2024.

1.4. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan RKPD Tahun 2024 adalah untuk:

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2024; dan

2. Menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan
pemerintahan dalam rangka mencapai target RPD Tahun 2024-2026.

Tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan
pembangunan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah yang tertuang rencana kerja perangkat daerah (Renja
PD) Tahun 2024;

2. Menjadi pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum APBD (KUA) serta
prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024
sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2024; dan

3. Menjadi acuan penyelerasan prioritas pembangunan provinsi dengan
kabupaten/kota.

1.5. Sistematika
Sistematika dokumen RKPD Tahun 2024 disusun sebagai berikut:
1. Buku I, narasi RKPD Tahun 2024 terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan
antardokumen; maksud dan tujuan; serta sistematika RKPD.

BAB 11 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Memuat kondisi umum daerah; evaluasi pelaksanaan program
dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun 2022 dan capaian
RPJMD sampai dengan tahun 2022; permasalahan pembangunan
daerah; dan isu strategis pembangunan daerah.

BABIII KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
Memuat kondisi perekonomian daerah; arah kebijakan ekonomi
daerah; serta arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV  SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Memuat tujuan dan sasaran pembangunan daerah, prioritas dan
fokus pembangunan daerah tahun 2024, 10 program prioritas,
pokir, keselarasan prioritas daerah dengan prioritas nasional,
serta inovasi pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi
dan analisis pelaksanaan RKPD tahun 2022 dan arah kebijakan
pembangunan daerah tahun 2024 dalam RPD.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
Memuat arahan kebijakan pembangunan kabupaten/ kota yang
ditetapkan oleh provinsi sebagai panduan penyusunan RKPD
kabupaten /kota.
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BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang
disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dalam
rangka pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan fokus
pembangunan daerah tahun 2024.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah
dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(IKD) yang akan dicapai di tahun 2024.

BAB VIII PENUTUP
Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

. Buku II, Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun

2022, terdiri dari:

1) Indikator Kinerja Utama Daerah;

2) Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

3) Urusan wajib berkaitan pelayanan dasar;

4) Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;

5) Urusan pilihan;

6) Unsur pendukung urusan pemerintahan;

7) Unsur penunjang urusan pemerintahan;

8) Unsur pemerintahan umum.

. Buku III, Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.
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BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah
a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah 32.800,68 km?2 atau sebesar
25,34 persen dari luas pulau Jawa atau 1,17 persen dari luas wilayah Indonesia.
Secara administrasi terdiri dari 35 kabupaten/kota yang meliputi 29 kabupaten
dan 6 kota, serta terdiri dari 576 kecamatan, 7.809 desa, dan 753 kelurahan, serta
meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa
Barat), serta Kepulauan Karimunjawa di Laut Jawa.

Wilayah Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur
pada bagian timur, Provinsi DIY pada bagian selatan, Provinsi Jawa Barat pada
bagian barat, Laut Jawa pada bagian utara, dan Samudera Hindia pada bagian
Selatan.

b. Letak Geografis dan Kondisi Topografi

Secara geografis terletak di tengah Pulau Jawa yang secara geografis berada
di 5°40' - 8°30' Lintang Selatan dan 108°30'— 111°30' Bujur Timur, sehingga secara
ekonomi posisi sangat strategis karena berada di diantara dua titik pertumbuhan
Pulau Jawa (Jakarta — Surabaya). Panjang garis pantai Jawa Tengah terbentang
sejauh 791,76 km yang terdiri dari pantai utara sepanjang 502,69 km dan pantai
selatan sepanjang 289,07 km.

Topografi wilayahnya sekitar 53 persen berada pada ketinggian 0-99 m dpl
yaitu dataran rendah yang tersebar di hampir seluruh wilayah, serta dataran tinggi
dan pegunungan yang membujur di wilayah tengah. Dengan kemiringan lereng
yang beragam meliputi lahan dengan kemiringan 0-2 persen sebesar 38 persen;
lahan dengan kemiringan 2-15 persen sebesar 31 persen; lahan dengan kemiringan
15-40 persen sebesar 19 persen; dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40 persen
sebesar 12 persen dari total wilayah.
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Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah. 2018

Gambar 2.1.
Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Tengah

c. Kondisi Geologi

Kondisi geologi terbagi menjadi 7 (tujuh) klasifikasi fisiografis yaitu
Perbukitan Rembang, Zona Randublatung, Pegunungan Kendeng, Pegunungan
Selatan Jawa Tengah bagian Timur, Pegunungan Serayu Utara, Pegunungan
Serayu Selatan, dan Pegunungan Progo Barat. Jumlah gunung relatif banyak,
beberapa diantaranya masih aktif sehingga sewaktu-waktu masih mengeluarkan
lava/gas beracun. Terdapat S (lima) gunung api aktif di Jawa Tengah, yaitu
Gunung Merapi (di Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten), Gunung Slamet (di
Kabupaten Pemalang, Banyumas, Purbalingga, Tegal, dan Brebes), Gunung
Sindoro (di Kabupaten Temanggung, Wonosobo), Gunung Sumbing (di Kabupaten
Temanggung, Wonosobo), dan Gunung Dieng (di Kabupaten Wonosobo,
Banjarnegara, Pekalongan, Batang, dan Kendal). Gunung api rata-rata mempunyai
tingkat ancaman bahaya vulkanik tinggi sehingga memerlukan pengawasan terus
menerus.

Jenis tanah meliputi organosol, alluvial, planosol, litosol, regosol, andosol,
grumosol, mediteran, latosol, podsolik, dan didominasi jenis tanah latosol, aluvial,
serta gromosol yang tersebar di seluruh wilayah. Jenis tanah ini merupakan jenis
tanah yang tingkat kesuburannya cukup tinggi.

Potensi sumber daya mineral yang tersebar meliputi 32 jenis mineral non
logam (Phospat, Asbes, Talk, Mika, Leusite, Oker, Granit, Dasit, Diorit, Batu
Setengah Permata, Pasir Kuarsa, Kaolin, Feldspar, Gips, Bentonite, Batuapung,
Trass, Diatome, Marmer, Batu gamping, Dolomit, Basal, Andesit, Tanah Liat, Pasir,
Tanah urug, Kalsit, Zeolit, Sirtu, Batu Sabak, Toseki), serta 7 jenis mineral logam
(Pasir Besi, Mangaan, Emas, Barit, Belerang, Pirit, dan Galena).

d. Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) yang cukup banyak
dengan 19 DAS diantaranya menjadi DAS prioritas untuk dipulihkan yaitu DAS
Lasem, DAS Garang (Babon), DAS Serang, DAS Bodri, DAS Cacaban, DAS Juwana,
DAS Tuntang, DAS Pemali, DAS Comal, DAS Babakan, DAS Gangsa, DAS Kupang,
DAS Serayu, DAS Luk Ulo, DAS Citanduy (Segara Anakan; Jabar, Jateng), DAS
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Bengawan Solo (Jateng, Jatim, DIY), DAS Bogowonto (Jateng, DIY), DAS Progo
(Jateng, DIY), dan DAS Wawar Medono. Demikian juga sungai yang melintasi
wilayah Jawa Tengah juga cukup banyak dan tersebar hampir di seluruh wilayah
antara lain Sungai Serayu, Bengawan Solo, Juwana, Progo, Pemali, Tuntang,
Klawing, Lusi, Bogowonto, Kaligung, Kali Comal, Kali Bodri, dan lain-lain. Dalam
Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan
Wilayah Sungai di Jawa Tengah terdapat 10 (sepuluh) Wilayah Sungai (WS) yang
kewenangan pengelolaannya terbagi pada kewenangan Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota. Wilayah Sungai yang pengelolaanya menjadi kewenangan
Provinsi Jawa Tengah adalah Wilayah Sungai Pemali Comal (panjang sungai
930,44 km dan luas DAS 4.425,36 km?2) dan Wilayah Sungai Bodri Kuto (panjang
sungai 355,03 km dan luas DAS 1.647,40 km?). Sedangkan 6 (enam) WS lainnya
merupakan WS kewenangan Pusat dan 2 (dua) WS kewenangan kabupaten/kota.
Tabel 2.1.
Kewenangan Pengelolaan Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Tengah

Kewenangan Wilayah Sungai Luas DAS (km?2)

Pusat Cimanuk Cisanggarung 6.888,35
Jratun Seluna 9.576,01
Bengawan Solo 19.778,00
Progo Opak Serang 3.238,89
Serayu Bogowonto 7.344,61
Citanduy 4.450,44

Provinsi Pemali Comal 4.425,36
Bodri Kuto 1.647,40

Kabupaten/Kota Wiso Gelis 654,27

Sumber: Peraturan Menteri PUPR No 04/PRT/M/2015

e. Kondisi Klimatologi

Suhu udara tahun 2022 berkisar antara 22,00C sampai dengan 35,20C.
Sedangkan kelembaban udara rata-rata antara 74,0 persen sampai dengan 86,0
persen. Curah hujan tertinggi tercatat di Stasiun Meteorologi Cilacap yaitu sebesar
4.661 mm3 dan hari hujan terbanyak tercatat di Stasiun Meteorologi Banjarnegara
sebanyak 249 hari.

f. Penggunaan Lahan

Provinsi Jawa Tengah memiliki luas 3.436.615,35 hektar. Penggunaan
lahan paling besar adalah sawah dengan luas 1.181.758,99 hektar (34,39%), dan
luas penggunaan lahan terbesar selanjutnya adalah Kebun dengan luas
638.419,21 hektar (18,58%) dan Permukiman seluas 558.687,35 hektar (16,26%).
Luas lahan sawah provinsi di Jawa Tengah mengalami kenaikan dibandingkan
pada tahun 2016, karena pada tahun tersebut luas lahan sawah sebesar 991.524
hektar (30,47). Penambahan luas lahan sawah merupakan salah satu komitmen
Jawa Tengah dalam menjaga ketahanan pangan.

Sepanjang tahun 2014-2016, terjadi perubahan komposisi penggunaan
lahan. Luas lahan sawah bertambah dari 990.652 hektar (30,44%) menjadi
991.524 hektar (30,47%), sementara lahan bukan sawah berkurang dari 2.263.760
hektar (69,56) menjadi 2.262.888 hektar (69,53%). Penambahan luas lahan sawah
menunjukkan adanya upaya pengembangan sawah baru serta komitmen menjaga
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pertanian lahan pangan berkelanjutan (LP2B). Penggunaan lahan di Jawa Tengah
dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Penggunaan Lahan di Provinsi Jawa Tengah 2019
No Penggunaan Lahan Luas (Ha) Luas (%)
1 Cagar Alam 2.770,02 0,08
2 Danau 16.731,58 0,49
3 Hutan Lindung 86.866,17 2,53
4 Hutan Produksi Terbatas 181.439,19 5,28
) Hutan Produksi Tetap 366.459,45 10,66
6 Industri 10.547,83 0,31
7 Kebun 638.419,21 18,58
8 Lahan Terbuka 5.179,25 0,15
9 Mangrove 2.894,14 0,08
10 Pasir Darat 178,62 0,01
11 Permukiman 558.687,35 16,26
12 Sawah 1.181.758,99 34,39
13 Semak 30.941,91 0,90
14 Suaka Margasatwa 102,48 0,00
15 Sungai 23.718,78 0,69
16 Taman Hutan Raya 2.318 0,01
17 Taman Nasional 11.888,17 0,35
18 Taman Nasional Laut 183,65 0,01
19 Taman Wisata Alam 216,39 0,01
20 Tambak 56.925,79 1,66
21 Tegalan 260.456,73 7,58
TOTAL 3.438.683,70 100,00

Sumber: Materi Teknis Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah, 2022

g. Potensi Pengembangan Wilayah

Wilayah Jawa Tengah memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk
meningkatkan perekonomian daerah, sekaligus potensi wilayah yang harus
dipertahankan untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya alamnya.

Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, potensi dan
karakter wilayahnya dibagi atas 8 wilayah pengembangan yang terdiri dari Wilayah
Pengembangan (WP) Barlingmascakeb, Purwomanggung, Subosukawonosraten,
Banglor, Wanarakuti, Kedungsepur, Petanglong, dan Bregasmalang. Potensi
keseluruhan terbagi sebagai kawasan budidaya dan kawasan lindung,
sebagaimana tertuang dibawah ini:

1. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi,
hutan rakyat, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan,

industri, pariwisata, permukiman, serta pesisir dan pulau-pulau kecil.

a) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi seluas 546.290 hektar terbagi
ke dalam 20 Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH), dengan fungsi hutan
sebagai hutan produksi terbatas seluas *362.360 hektar, dan hutan
produksi tetap seluas +183.930 hektar. Kawasan hutan produksi terbatas
berada di 28 kabupaten (seluruh kabupaten kecuali Kabupaten Sukoharjo)
dan satu kota yaitu Kota Semarang. Sedangkan kawasan hutan produksi
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tetap berada di 28 kabupaten (seluruh kabupaten kecuali Kabupaten
Karanganyar).
b) Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat
Kawasan peruntukan hutan rakyat seluas 345.822,96 hektar (10,63%
luas Jawa Tengah), berada di 29 kabupaten dan 5 kota, kecuali Kota Tegal.

c) Kawasan Peruntukan Pertanian
Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan pertanian lahan
basah seluas +990.652 hektar, dan kawasan pertanian lahan kering seluas
+ 995.587 hektar, yang diarahkan dikembangkan di semua kabupaten/kota
se-Jawa Tengah. Lahan pertanian basah dan kering tersebut dikelola untuk
mendukung program perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(LP2B) di Provinsi Jawa Tengah dengan rencana seluas 1.022.570 hektar.
d) Kawasan Peruntukan Perkebunan
Kawasan peruntukan perkebunan di Provinsi Jawa Tengah seluas
+885.344 hektar, terdiri dari perkebunan rakyat seluas 845.668 hektar (96%)),
PTPN IX seluas 28.212 hektar (3%), dan Perkebunan Besar Swasta/PBS
seluas 11.464 hektar (1%).

e) Kawasan Peruntukan Peternakan
Pengembangan kawasan peruntukan peternakan meliputi kawasan
peternakan besar, kecil dan kawasan peternakan unggas yang diarahkan di
semua kabupaten/kota se-Jawa Tengah.
f) Kawasan Peruntukan Perikanan
Kawasan peruntukan perikanan seluas +24.802 hektar, diarahkan
untuk dikembangkan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah,
dan difungsikan menjadi lokasi budidaya ikan. Kawasan perikanan tersebut
meliputi:
1) Kawasan perikanan tangkap, diarahkan pada perairan pantai utara dan
pantai selatan, danau, waduk, rawa, sungai dan embung;
2) Kawasan perikanan budidaya (air tawar, air payau, air laut), diarahkan
di semua kabupaten/kota se-Jawa Tengah.
g) Kawasan Peruntukan Pertambangan
Potensi kawasan peruntukan pertambangan hampir merata di
sebagian besar wilayah kabupaten/kota, meliputi:

1) Kawasan pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan, dan batu
bara, terletak di kawasan Majenang-Bantarkawung, Serayu-Pantai
Selatan, Serayu-Pantai Utara, Gunung Slamet, Sindoro-Sumbing-Dieng,
Merapi-Merbabu-Ungaran, Gunung Muria, Pegunungan Kendeng Utara,
Kendeng Selatan, dan Gunung Lawu;

2) Kawasan pertambangan panas bumi, terletak di 9 (sembilan) lokasi
komplek/kawasan panas bumi yang ada di 15 kabupaten, yaitu Wilayah
Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi Dieng, Gunung Telomoyo,
Gunung Ungaran, Gunung Lawu, Baturraden, Guci, Banyugaram,
Mangunan-Wanayasa, dan Condrodimuka;

3) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, terletak di Wilayah Kerja
Migas di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Kebumen, Purworejo, Boyolali,
Klaten, Sragen, Karanganyar, Blora, Rembang, Pati, Jepara, Grobogan,
Demak, Semarang, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal,
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Brebes, Kota Semarang, Salatiga, Pekalongan, Tegal, dan pengembangan
sumur tua/marjinal yang tersebar di Kabupaten Blora, Grobogan dan
Kendal.

h) Kawasan Peruntukan Industri

Pengembangan kawasan peruntukan industri skala wilayah diarahkan
untuk pengembangan produk-produk unggulan berbasis industri
manufaktur. Wilayah industri/kawasan peruntukan industri tersebar di
semua kabupaten/kota di Jawa Tengah kecuali Kota Magelang dan Kota
Surakarta, sedangkan kawasan berikat berada di Kabupaten Cilacap,
Semarang, Kendal dan Kota Semarang.

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata, meliputi koridor
Borobudur-Prambanan-Surakarta; Borobudur-Dieng; Semarang-Demak-
Kudus-Jepara—-Pati-Rembang—Blora; Semarang-Ambarawa—-Salatiga; Batang
—Pekalongan-Pemalang-Tegal-Brebes;Cilacap-Banyumas—-Purbalingga-Ban-
jarnegara; dan Cilacap—Kebumen-Purworejo.

Kawasan Peruntukan Permukiman
Kawasan peruntukan permukiman di Jawa Tengah tersebar di seluruh
kabupaten /kota, meliputi:

1) Kawasan permukiman perdesaan diarahkan pada kawasan-kawasan yang
sudah ada dan perluasan areal dengan tetap memperhatikan kelestarian
kawasan pertanian yang merupakan peruntukan dominan di perdesaan;

2) Kawasan permukiman perkotaan diarahkan pada intensifikasi kawasan-
kawasan yang sudah ada melalui upaya pembangunan ke arah vertikal
dan perluasan kawasan perkotaan, diikuti upaya pengendalian sehingga
tidak mengganggu kawasan peruntukan lainnya terutama sawah di
pinggiran kawasan perkotaan.

k) Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil diarahkan pada
kawasan pesisir yang terletak di Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo,
Wonogiri, Rembang, Pati, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan,
Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal.
Di Jawa Tengah terdapat 33 pulau-pulau kecil dimana 27 (dua puluh tujuh)
pulau terletak di Kepulauan Karimunjawa, 2 (dua) pulau di Kabupaten
Jepara (Pulau Panjang, dan Pulau Mandalika); 3 (tiga) pulau di Kabupaten
Rembang (Pulau Marongan, Gede dan Sualan,); serta Pulau Nusakambangan
di Kabupaten Cilacap.

2. Kawasan Lindung

Target rencana Kawasan lindung di Jawa Tengah tahun 2009-2029

seluas 561.404 hektar (17,4% dari luas wilayah provinsi). Pemanfaatan ruang

hutan lindung fisiografis merupakan sub kawasan lindung yang paling besar,

sedangkan pemanfaatan ruang yang paling kecil adalah kawasan pantai dan
sempadan.

a) Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung yang dikelola oleh negara diarahkan
penyebarannya di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara,
Kebumen, Wonosobo, Magelang, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar,
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Sragen, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Semarang, Temanggung, Kendal,
Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal dan Brebes. Untuk kawasan hutan
lindung yang dikelola oleh masyarakat terus didorong setidaknya mencapai
minimal 10% melalui alih fungsi lahan tidak produktif, yang diarahkan
pengembangannya di 29 kabupaten dan 3 kota (Magelang, Salatiga, dan
Semarang).

b) Kawasan yang Memberikan Perlindungan bagi Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya
berbentuk kawasan resapan air. Luas kawasan resapan air di Provinsi Jawa
Tengah ditetapkan seluas £114.822 hektar. Kawasan resapan air tersebar di
Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen,
Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri,
Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara,
Demak, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang,
Tegal, Brebes, Kota Salatiga, dan Kota Semarang.

Kawasan Perlindungan Setempat
Kawasan perlindungan setempat terdiri dari kawasan sempadan
sungai, sempadan pantai, sekitar mata air, dan sekitar danau/waduk/rawa.

Luas kawasan perlindungan setempat ditetapkan minimal seluas +59.918

hektar, meliputi:

1) Kawasan sempadan sungai, direncanakan berada pada semua wilayah
kabupaten/kota yang dilewati oleh sungai, seluas +23.583 hektar;

2) Kawasan sempadan pantai, direncanakan seluas +8.786 hektar yang
terdiri dari kawasan pesisir pantura dan pansela sejauh 100 meter dari
garis pasang tertinggi; dan kawasan pesisir pulau-pulau kecil sejauh 50
meter dari garis pasang tertinggi;

3) Kawasan sekitar danau/waduk/rawa, direncanakan seluas +24.618,2
hektar, yang terdiri dari kawasan sempadan pagar terhadap
danau/waduk/rawa sejauh 50 meter dari titik pasang tertinggi
danau/waduk/rawa; dan kawasan sempadan bangunan terhadap
danau/waduk/rawa sejauh paling sedikit 100 meter dari titik pasang
tertinggi ke arah darat. Kawasan waduk tersebar di 15 kabupaten, yaitu
Kabupaten Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Boyolali, Klaten,
Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Pati, Semarang,
Pemalang, Tegal dan Brebes;

4) Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan pengembangan RTH
tersebar di tiap kabupaten/kota, terdiri dari RTH publik dan RTH privat,
dengan luas minimal 30% dari kawasan perkotaan. Proporsi RTH publik
minimal 20% sedangkan RTH privat 10%.

d) Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan lindung lainnya meliputi:
1) Daerah perlindungan plasma nutfah, tersebar di 29 kabupaten dan 4 kota,
yaitu Kota Magelang, Salatiga, Semarang, dan Tegal;
2) Kawasan perlindungan plasma nutfah perairan, tersebar di kabupaten/
kota sepanjang pantai utara dan pantai selatan.
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e) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya.

Kawasan lindung ini terdiri dari cagar alam, suaka marga satwa, suaka
alam laut dan perairan, kawasan pantai berhutan bakau, taman wisata alam,
serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi:

1) Kawasan cagar alam, taman wisata alam, dan suaka marga satwa tersebar
di 4 konservasi wilayah, meliputi Pati, Surakarta, Cilacap dan Pemalang,
dengan luas yang telah ditetapkan sebesar +2.923,3 hektar. Sebaran
kawasan ini selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.3.
Sebaran Kawasan Cagar Alam, Taman Wisata Alam dan
Suaka Margasatwa di Provinsi Jawa Tengah

No Cagar Alam, Taman Wisata Alam, dan Lokasi Luas
Suaka Margasatwa (Ha)

A Konservasi Wilayah I Pati

1 Cagar Alam KelingI a, b, ¢ Kabupaten Jepara 6,8
2 Cagar Alam Keling II, III Kabupaten Jepara 61
3 Cagar Alam Kembang Kabupaten Jepara 1,8
4 Cagar Alam Gunung Celering Kabupaten Jepara 1328,4
S Cagar Alam Bekutuk Kabupaten Blora 25,4
6 Cagar Alam Cabak I/II Kabupaten Blora 30
7 Cagar Alam Gunung Butak Kabupaten Rembang 45,1
B Konservasi Wilayah II Surakarta

1 Cagar Alam Gebugan Kabupaten Semarang 1,8
2 Cagar Alam Sepakung Kabupaten Semarang 10
3 Cagar Alam Donoloyo Kabupaten Wonogiri 8,3
4 Suaka Margasatwa Gunung Tunggangan Kabupaten Sragen 103,9
C Konservasi Wilayah III Cilacap

1 Cagar Alam Pantodomas Kabupaten Wonosobo 4,1
2 Cagar Alam Telogo Dringo Kabupaten Banjarnegara 26,1
3 Cagar Alam Telogo Sumurup Kabupaten Banjarnegara 20,1
4 Cagar Alam Pringamba I / 1I Kabupaten Banjarnegara 58
S Cagar Alam Nusakambangan Barat Kabupaten Cilacap 675
6 Cagar Alam Nusakambangan Timur Kabupaten Cilacap 277
7 Cagar Alam Wijaya Kusuma Kabupaten Cilacap 1

8 Cagar Alam Karangbolong Kabupaten Cilacap 0,5
D. Konservasi Wilayah IV Pemalang

1 Cagar Alam Pagerwunung Darupono Kabupaten Kendal 33,2
2 Cagar Alam Peson Subah I Kabupaten Batang 10,4
3 Cagar Alam Peson Subah II Kabupaten Batang 10
4 Cagar Alam Ulolanang Kecubung Kabupaten Batang 69,7
S Cagar Alam Bantarbolang Kabupaten Pemalang 24,5
9] Cagar Alam Curug Bengkawah Kabupaten Pemalang 1,5
7 Cagar Alam Moga Kabupaten Pemalang 3,5
8 Cagar Alam Vak 53 Comal Kabupaten Pemalang 29,1
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Cagar Alam, Taman Wisata Alam, dan . Luas
No Lokasi
Suaka Margasatwa (Ha)
9 Cagar Alam Guci Kabupaten Tegal 2
10 | Cagar Alam Sub Vak 18c, 19b Jatinegara Kabupaten Tegal 0,6
11 Cagar Alam Telaga Renjeng Kabupaten Brebes 48,5
Jumlah 2.923.3

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2022

2)

2.1.2.

Kawasan Taman Nasional ditetapkan seluas £12.135 hektar, meliputi: a)
Taman Nasional Gunung Merapi seluas +6.410 hektar berada di Kabupaten
Magelang, Boyolali, Klaten dan sebagian Sleman (Provinsi DIY); b) Taman
Nasional Gunung Merbabu seluas £5.725 hektar berada di Kabupaten
Magelang, Boyolali, dan Semarang; serta c) Taman Nasional Karimunjawa
seluas £111.625 hektar berada di Kepulauan Karimunjawa Kabupaten
Jepara;

Kawasan pelestarian alam berupa taman hutan raya dan kebun raya, yaitu
kawasan Taman Hutan Raya KGPA Mangkunegoro I berada di Berjo -
Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar seluas + 2.318 Hektar, dan Kebun
Raya Baturaden di Kabupaten Banyumas seluas £150 hektar.
Pengembangan taman wisata alam dan taman wisata alam laut meliputi:
Taman Wisata Alam Gunung Selok di Kabupaten Cilacap; Taman Wisata
Alam Tlogo Warno/Pengilon di Kabupaten Wonosobo; Taman Wisata Alam
Grojogan Sewu di Kabupaten Karanganyar; Taman Wisata Alam Sumber
Semen di Kabupaten Rembang; Taman Wisata Alam Laut Ujung Negoro-
Roban di Kabupaten Batang;

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan untuk
melindungi 597 benda cagar budaya yang tersebar di seluruh
kabupaten/kota di Jawa Tengah. Benda cagar budaya tersebut terdiri dari
candi, situs purbakala, benteng kuno, makam kuno, masjid, gereja,
klenteng, dan bangunan bersejarah lainnya;

Daerah pantai berhutan bakau seluas *10.718,51 hektar tersebar di
Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonogiri, Rembang, Pati, Jepara,
Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, dan Kota
Semarang. Kawasan mangrove terluas di pantai selatan berada di
Kabupaten Cilacap (77,99%), sedangkan di pantai utara berada di
Kabupaten Demak (9,19%).

Kondisi Demografi
Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil sensus

penduduk tahun 2020 sebanyak 36.516.035 jiwa, naik sebesar 4,1 juta jiwa
dibandingkan sensus penduduk 2010 atau rata-rata sebanyak 400 ribu jiwa setiap
tahun. Laju pertumbuhan penduduk Jawa Tengah per tahun selama 2010-2020
rata-rata sebesar 1,17 persen meningkat 0,8 persen poin dibandingkan periode
2000-2010 sebesar 0,37 persen. Adapun jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah
pada tahun 2022 berdasarkan hasil proyeksi penduduk interim tahun 2020-2023
sebanyak 37.032.410 jiwa.
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Tabel 2.4.

Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Provinsi Jawa Tengah, 2018-2022

Tahun Jumlah Penduduk Laju pertumbuhan Rasio jenis kelamin
per tahun (%)
2018 34.358.487 0,77 98,49
2019 34.552.331 0,76 98,49
2020 36.516.035 1,17 101,15
2021 36.742.501 0,83 101,11
2022 37.032.410 0,81 101,07

Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka 2021-2023

Dilihat berdasarkan kabupaten/kota, pada periode 2018-2022 terdapat 19
kabupaten/kota yang pertumbuhan penduduknya di atas laju pertumbuhan
penduduk provinsi. Pada tahun 2022, kabupaten/kota dengan pertumbuhan

penduduk tertinggi adalah Kabupaten Cilacap yang memiliki laju pertumbuhan

penduduk sebesar 1,26 persen. Kabupaten/kota dengan pertumbuhan penduduk

terbesar kedua adalah Kabupaten Purbalingga dengan laju pertumbuhan sebesar

1,20 persen, diikuti Kabupaten Banjarnegara 1,15 persen dan Kabupaten

Pemalang 1,11 persen. Sedangkan 16 kabupaten/kota yang lain mengalami laju

pertumbuhan penduduk di bawah angka provinsi. Laju pertumbuhan penduduk
terendah sebesar 0,05 persen terdapat di dua kabupaten/kota antara lain Kota

Magelang dan Kota Surakarta.

Tabel 2.5.

Jumlah Penduduk Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa)

Tahun 2018-2022

Kabupaten/ Kota 2018 2019 2020 2021 2022
Kab cilacap 1.712.871 1.718.824 1.944.857 1.963.824 1.988.622
Kab Banyumas 1.672.817 1.685.078 1.776.918 1.789.630 1.806.013
Kab Purbalingga 921.639 929.403 998.561 1.007.794 1.019.840
Kab Banjarnegara 914.523 918.715 1.017.767 1.026.866 1.038.718
Kab Kebumen 1.190.280 1.192.013 1.350.438 1.361.913 1.376.825
Kab Purworejo 713.761 714.816 769.880 773.588 778.257
Kab Wonosobo 784.353 786.703 879.124 886.613 896.346
Kab Magelang 1.274.881 1.284.627 1.299.859 1.305.512 1.312.573
Kab Boyolali 976.026 980.086 1.062.713 1.070.247 1.079.952
Kab Klaten 1.166.748 1.169.330 1.260.506 1.267.272 1.275.850
Kab Sukoharjo 881.673 887.484 907.587 911.603 916.627
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Kabupaten/ Kota 2018 2019 2020 2021 2022
Kab Wonogiri 953.250 954.646 1.043.177 1.049.292 1.057.087
Kab Karanganyar 875.946 882.473 931.963 938.808 947.642
Kab Sragen 884.448 886.196 976.951 983.641 992.243
Kab Grobogan 1.366.498 1.371.423 1.453.526 1.460.873 1.470.150
Kab Blora 858.153 860.957 884.333 886.147 888.224
Kab Rembang 631.293 635.294 645.333 647.766 650.770
Kab Pati 1.248.286 1.253.363 1.324.188 1.330.983 1.339.572
Kab Kudus 858.153 867.154 849.184 852.443 856.472
Kab Jepara 1.236.006 1.252.090 1.184.947 1.188.510 1.192.811
Kab Demak 1.147.557 1.157.421 1.203.956 1.212.377 1.223.217
Kab Semarang 1.036.929 1.049.002 1.053.094 1.059.844 1.068.492
Kab Temanggung 762.776 768.405 790.174 794.403 799.764
Kab Kendal 960.322 966.313 1.018.505 1.025.020 1.033.367
Kab Batang 759.529 764.970 801.718 807.005 813.791
Kab Pekalongan 888.491 893.290 968.821 976.504 986.455
Kab Pemalang 1.294.639 1.296.559 1.471.489 1.484.209 1.500.754
Kab Tegal 1.431.375 1.433.464 1.596.996 1.608.611 1.623.595
Kab Brebes 1.795.513 1.800.142 1.978.759 1.992.685 2.010.617
Kota Magelang 121.372 121.555 121.526 121.610 121.675
Kota Surakarta 515.865 517.045 522.364 522.728 523.008
Kota Salatiga 190.872 193.231 192.322 193.525 195.065
Kota Semarang 1.779.757 1.806.319 1.653.524 1.656.564 1.659.975
Kota Pekalongan 303.235 305.505 307.150 308.310 309.742
Kota Tegal 248.008 248.635 273.825 275.781 278.299
Jawa Tengah 34.358.487 | 34.552.531 36.516.035 | 36.742.501 37.032.410

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022
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Laju pertumbuhan penduduk yang tidak homogen di setiap
kabupaten/kota menunjukkan adanya disparitas angka pertumbuhan menurut
kabupaten/kota dan kemungkinan adanya disparitas dalam konteks kebijakan
kependudukan. Oleh karena itu, hal tersebut perlu menjadi perhatian oleh
pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah
angka pertumbuhan penduduk. Meskipun angka pertumbuhan penduduk di Jawa
tengah relatif lebih rendah dibandingkan tingkat nasional, akan tetapi tidak berarti
peningkatan jumlah penduduk juga rendah. Secara absolut pertumbuhan
penduduk Jawa Tengah lebih besar dibandingkan provinsi lain. Hal ini tidak
terlepas dari jumlah penduduk di Jawa Tengah yang memang sudah sangat besar
bila dibandingkan provinsi lain terutama provinsi di luar Pulau Jawa.

Salah satu persoalan yang terkait dengan kependudukan dan masih harus
dihadapi oleh Indonesia pada umumnya dan Jawa Tengah pada khususnya yaitu
masalah ketimpangan distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang tidak
merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk
di suatu wilayah. Terdapat beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk
yang sangat besar, sementara di wilayah lain hanya dihuni oleh jumlah penduduk
yang relatif sedikit. Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi
masyarakat setempat dan pembangunan wilayah. Di satu sisi, wilayah dengan
jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada persoalan meningkatnya
jumlah pengangguran jika tidak disertai dengan penyediaan lapangan pekerjaan,
permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, serta tidak memadainya akses
fasilitas pendidikan dan kesehatan serta masalah-masalah sosial lainnya.

Tabel 2.6.
Kepadatan Penduduk Menurut eks-Karesidenan di Jawa Tengah
Tahun 2018-2022

J Kepadatan Penduduk (Jiwa/km?2) eks- karesidenan
Tahun awa
Tengah Banyumas | Kedu | Surakarta | Pekalongan | Pati | Semarang
2018 1.047 1.012 925 1.095 1.199 853 1.197
2019 1.053 1.018 929 1.099 1.203 860 1.209
2020 1.113 1.112 994 1.174 1.320 863 1.214
2021 1.120 1.122 1.000 1.180 1.329 866 1.221
2022 1.129 1.134 1.008 1.189 1.342 870 1.228

Sumber: BPS Jawa Tengah 2022 (Proyeksi Penduduk Jawa Tengah Hasil SUPAS 2015. Penduduk
Hasil Sensus Penduduk 2020, Proyeksi Penduduk Interim 2020 — 2023)

Kepadatan penduduk yang dikelompokkan berdasarkan eks-Keresidenan
menunjukkan bahwa pada tahun 2022 eks-Keresidenan Pekalongan memiliki
kepadatan penduduk terbesar yaitu mencapai 1.342 jiwa/km?2 diikuti eks-
Keresidenan Semarang 1.228 jiwa/km?2, sedangkan eks-Keresidenan Pati memiliki
kepadatan penduduk terendah yaitu 870 jiwa/km2. Eks-Keresiden Pekalongan
memiliki kepadatan penduduk tertinggi terutama didukung oleh Kota Pekalongan
dengan kepadatan penduduk 6.845 jiwa/km2 yang merupakan wilayah terpadat
keempat di Jawa Tengah dan Kota Tegal dengan kepadatan 7.014 jiwa/km?2 yang
merupakan wilayah terpadat ketiga di Jawa Tengah. Untuk kota dengan penduduk
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terpadat di Jawa Tengah adalah Kota Surakarta dengan kepadatan penduduk
11.367 jiwa/km?2. Kota Surakarta merupakan pusat ekonomi dari daerah di
sekitarnya. Para pendatang yang mencari rezeki di Kota Surakarta tersebut pada
akhirnya memilih untuk bermukim di kota tersebut sehingga menambah populasi
di wilayah yang luasnya hanya 46,01 km?2.

Angka Beban Ketergantungan (dependency ratio) merupakan salah satu
indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban
ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung
penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif
dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang
semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung
penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan
tidak produktif lagi. Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga
dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti
tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Angka beban
ketergantungan yang semakin mengecil dapat menggambarkan adanya
kesempatan yang semakin besar bagi penduduk wusia produktif untuk
meningkatkan kualitas dirinya.

Selama periode 2018-2022 angka beban ketergantungan di Jawa Tengah
Fluktuatif tetapi cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2022 angka beban
ketergantungan Jawa Tengah sebesar 53,71 persen, artinya setiap 100 penduduk
produktif masih menanggung beban 53 penduduk tidak produktif (penduduk di
bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas).Berdasarkan komposisi usia penduduk,
menurunnya angka beban ketergantungan lebih dipengaruhi oleh menurunnya
proporsi penduduk usia 0-14 tahun yang semakin menurun dari tahun ke tahun.
Pada tahun 2018 proporsi penduduk usia 0-14 tahun sebanyak 23,02 persen dan
terus menurun hingga tahun 2022 menjadi 21,94 persen. Di sisi lain, proporsi
penduduk usia 65 tahun ke atas berfluktuasi dari tahun ke tahun baik dari sisi
jumlah maupun proporsinya.

Pada tahun 2018 proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas sebanyak 8,65
persen, meningkat menjadi 8,90 persen pada tahun 2019, menurun pada tahun
2020 menjadi 7,72 persen, namun kemudian terus meningkat menjadi 8,10 persen
pada tahun 2021 dan mencapai 8,48 persen pada tahun 2022. Sementara proporsi
penduduk usia produktif sendiri juga berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada
tahun 2018, proporsinya penduduk usia 15-64 tahun mencapai 68,33 persen,
terus meningkat menjadi 69,85 persen pada tahun 2020 dan kemudian
menunjukkan penurunan menjadi 69,58 persen pada tahun 2022.

Tabel 2.7.
Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

Tahun 0-14 Tahun 15-64 Tahun 65+ Tahun Ket::'lggal;at::::: (%)
2018 7.909.540 23.476.490 2.972.460 46,35
2019 7.839.940 23.636.420 3.076.170 46,18
2020 8.190.778 24.506.691 2.818.566 43,15
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Tahun 0-14 Tahun 15-64 Tahun 65+ Tahun Angka Beban
Ketergantungan (%)
2021 8.148.545 25.619.556 2.924.400 43,42
2022 8.123.792 25.768.441 3.140.177 53,71

Sumber: BPS Jawa Tengah 2022 (Proyeksi Penduduk Jawa Tengah Hasil SUPAS 2015. Penduduk
Hasil Sensus Penduduk 2020, Proyeksi Penduduk Interim 2020 — 2023)

Peningkatan proporsi penduduk usia tua dapat dimaknai sebagai hal yang
positif karena hal tersebut menunjukkan kualitas kesehatan yang semakin baik
sehingga penduduk memiliki usia dan harapan hidup yang lebih panjang. Di sisi
lain, hal tersebut menjadi tantangan karena jika penduduk usia tua tersebut
semakin banyak maka akan semakin meningkatkan angka beban ketergantungan.

Peningkatan proporsi penduduk usia produktif disebut sebagai bonus
demografi. Kondisi ini juga merupakan dua sisi mata uang yang saling
berseberangan. Bonus demografi bisa menguntungkan sebagai salah satu
pendorong pertumbuhan ekonomi ketika sebagian besar penduduk usia produktif
tersebut terserap sebagai tenaga kerja. Sebaliknya jika lapangan usaha yang ada
saat ini ternyata tidak mampu menyerap sebagian besar dari penduduk usia
produktif tersebut, maka justru akan mendorong peningkatan instabilitas sosial
dan politik. Bonus demografi yang terjadi di Jawa Tengah sepertinya mulai
berakhir. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk usia 65
tahun ke atas dari tahun ke tahun, terutama pada tahun 2022 yang mengalami
peningkatan 0,38 poin dari tahun sebelumnya.

Hal ini perlu segera diwaspadai oleh pemerintah dengan mendorong
peningkatan kualitas penduduk usia produktif yang saat ini proporsinya masih
sangat besar. Jika penduduk usia produktif memiliki kualitas yang baik, maka
akan mampu menanggung beban ketergantungan yang kemungkinan akan
semakin besar di masa mendatang.

2.2. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah di Jawa Tengah
digambarkan dengan kondisi kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem.
Persentase penduduk miskinpada tahun 2018 - 2019 menurun dari 11,32%
(3.897,20 ribu orang) menjadi 10,58% (3.679,40 ribu orang). Namun mengalami
peningkatan pada periode Maret 2020 menjadi 11,41% (3.980,90 ribu orang) dan
mengalami peningkatan lagi pada periode September 2020 menjadi 11,84%
(4.119,93 ribu orang). Kenaikan tersebut dikarenakan pandemi Covid-19 yang
berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Seiring dengan
upaya intervensi pemerintah kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19 dan
percepatan pemulihan ekonomi, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah
mengalami penurunan dari 11,25 persen pada September 2021 menjadi 10,98
persen pada September 2022. Secara absolut, jumlah penduduk miskin di Jawa
Tengah berkurang sebanyak 75,78 ribu orang dari 3.934,01 ribu orang (September
2021) menjadi 3.858,23 ribu orang (September 2022). Periode September 2021 -
September 2022, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan turun dari
10,16% menjadi 10,02% atau bertambah sebanyak 5,08 ribu orang. Sedangkan
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persentase penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 12,44% menjadi
12,05% atau berkurang sebanyak 80,86 ribu orang.
Tabel 2.8.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah
Maret 2018 - September 2022

Penduduk Miskin
Tahun Bulan (ribu orang) (%)
Perkotaan [Perdesaan [Perkotaan| Perko- | Perde- |[Perkotaan
+ taan saan +
Perdesaan Perdesaan
2018 Maret 1.716,16 2.181,04 | 3.897,20 9,73 12,99 11,32
September 1.709,56 2.157,86 | 3.867,42 9,67 12,8 11,19
2019 Maret 1.633,96 2.109,26 | 3.743,23 9,20 12,48 10,80
September 1.602,26 2.077,15| 3.679,40 8,99 12,26 10,58
2020 Maret 1.805,65 2.175,25 | 3.980,90 10,09 12,80 11,41
September 1.890,49 2.229,44 | 4.119,93 10,57 13,20 11,84
2021 Maret 1.908,29 2.201,44 | 4.109,73 10,58 13,07 11,79
September 1.847,09 2.086,92 | 3.934,01 10,16 12,44 11,25
2022 Maret 1.818.25 2.013,20| 3.831,44 9,92 12,04 10,93
September 1.852,17 | 2.006,06| 3.858,23 10,02 12,05 10,98

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Maret 2018 - September 2022

Jika dibandingkan dengan nasional, kondisi tingkat kemiskinan Jawa
Tengah masih berada di atas nasional. Namun dari sisi relevansi, kecenderungan
perubahan tingkat kemiskinan Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir
sejalan dengan tingkat kemiskinan Nasional, sebagaimana gambar di bawah.
Dengan demikian pada periode tersebut, upaya penanggulangan kemiskinan
Provinsi Jawa Tengah sudah mendukung upaya penurunan kemiskinan Nasional.

13,00 -+
11,84
12,00 -+ 11,79
11,32 11,41 11,25
10,93 10,98
11,00 -
10,19 10,14
9,82
10,00 - 9,66 ., 9,78 971 954 9,57
’ 9,22
9,00 -
8,00 -
Maret Sept Maret Sept Maret Sept Maret Sept Maret Sept
2018 2@ 9Nasiomal —#O0J@wa Tengah 2021 2022
a
Sumber: BPS, 2022
Gambar 2.2.

Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2018 - 2022

Persebaran penduduk miskin di kabupaten/kota di Jawa Tengah terbagi
dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu kabupaten/kota dengan persentase penduduk
miskin di atas provinsi dan nasional, kabupaten/kota di bawah provinsi dan di
atas nasional, serta kabupaten/kota di bawah provinsi dan nasional. Kondisi
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persebaran penduduk miskin di kabupaten/kota mendasarkan data per Maret
tahun 2022 (data kemiskinan kabupaten/kota terakhir rilis) yaitu sebagai berikut:

1.

Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi

dan nasional sebanyak 17 kabupaten meliputi Kabupaten Magelang, Blora,
Purworejo, Grobogan, Demak, Klaten, Banyumas, Sragen, Rembang,
Banjarnegara, Purbalingga, Pemalang, Brebes, Wonosobo, Kebumen, Wonogiri
dan Cilacap;

Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan di
atas nasional sebanyak 3 kabupaten meliputi Kabupaten Karanganyar, Boyolali
dan Pekalongan;

Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan
nasional sebanyak 15 kabupaten/kota meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga,
Kabupaten Jepara, Kota Pekalongan, Kabupaten Kudus, Kota Magelang,
Kabupaten Semarang, Kota Tegal, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal,
Kota Surakarta, Kabupaten Batang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Pati
dan Kabupaten Kendal.
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0,00

300,00
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JPerzentaze Penduduk Miskin Kab Kota (%3 Jawa Tengah (10,93%) =—=Nazional (9, 34%) = Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota (ribu jiwa)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.3.
Posisi Relatif Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Per Maret 2022

Dilihat dari rata-rata kinerja penurunan tingkat kemiskinan

Kabupaten/Kota se Jawa Tengah pada kurun waktu lima tahun (2018-2022),

kabupaten dengan kinerja yang paling tinggi adalah Kabupaten Banyumas yang

mampu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,84 persen. Rata-rata kinerja

tingkat kemiskinan kabupaten/kota tahun 2018-2022 sebagaimana gambar
berikut.
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Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018-2022
Gambar 2.4.
Rata-Rata Kinerja Penurunan Penduduk Miskin Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 (%)

Garis Kemiskinan adalah nilai rupiah dari 